
Menteri Perencrnaan Pembangunan NuionaU

Kepala Badan Perencanaan Penbangunan Nasional

SAI,INAN
Kf,PT-TruSAN MXNTTRI PERENCANAAN PIMB NGUNAN NASIONAL/

KXPAIA BADAN PERENCANAAN PEMI]ANGTJNAN NASIONAI.
NOMOR Kf, p. 1 3o/M.ppN /ttK/ 1, | / 20 7a

TTNI'ANG
PERUBAIIAN ATAS

KXPUTTJSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KI]PAIA BADAN PER}]NCANAAN P}]MBANGT]NAN NASIONAI,

NOMOR KDP.77 / M.PPN /trK/ 05 / 20ta
.ITNIANG

PEMBf,NTI.JKAN SAruAN TUGAS PII{}'}]LENGGARAAN
SISTEM PENGENDALTAN INTf,RN PEMERINTAIT (SPIP)

DI KIMINTERIAN PERINCAN AN PEMI]ANGUNAN NASIONAL/
I}ADAN PIRINCANA N PIMBANGUNAN NASIONAL

MI]NTLRI PIRI]NCANA N PEMI] NGUNAN NASIONAI,/
KI]PAI,A BADAN PI]RI,NCANAAN PIMBANGIJNAN NASIONAL,

MenBirlSat

Merr irrrbang a. bahwa dalam langka nreningkatkan efektivitas dan efisiensi
pnyelenggaraan sistenr pengendalian inteln di Kementelian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badar, Perencanaan

Pembangunan Nasional, perlu rnengubah Satuan TuSas

Penyelenggaraan Sistenr Pengendalian Intern Penterintah
(SPIP) di Kenrenterian Perencanaan Pembangunan
Nasiorra[/Badan Perencarraan Pembangunan Nasional;

b. bahwa pejabat dan pegawai yanS nanunya tercantunr dalanr
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan menrenuhi
persyaratall untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

an8Sota Satilall TrrSas Penyelenggarzan Sistenl Pengendalian
lntern Pcnrelintah (SPIP) di Kenrenterian Perencanaan

Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

1. Undang-UndanS Norllor 15 Tahun 2Ol7 tentang AnSSalan

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(lrnrbalan Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nontor
231J, Tambairan Lertrbar.au Negala Republik Indonesia Nontor

6138)r

2. Petaturan ...



2-

Merletapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentanS Sistenl

Pengendalian lntern Pemerintah;

3. Pemturan Perrrerintah Nomor 45 Tahsn 2073 tentanS Tala
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Ne6ara;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Or3anisasi
Kenrenterian Negara;

5. Peraturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2075 tentang

Kenlenterian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentanS Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagainrana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016;

7. Peraturarr Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunatr Nasional

Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2O16 tentanS OrSanisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan PembanSunan

Nasional/Badan Petencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2077;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangunan Nasional

Nonror 5 Tahun 2016 tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Penuntauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badatr Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 10 Tahun 2O77 tentang Penyelenggalan Sistem

Pengendalian Interetr Pemerintah di Kementerian Perencanaan

Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pentbangunan

Nasiona[;

MEMT]'I'T]SKAN:

KIPI.]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL Tf,NTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

PERENCAN AN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPAIA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI NOMOR

KEP.77,/M.PPN/IIK/05/2078 fiNTANG PEMBENTUKAN

SA'l'LlAN ]'tlGAS PEI,IYELINGGARAAN SISTEM P]INGINDALIAN

INTERN PIMERIMNH (SPIP) DI KEMENTERIAN Pf,RENCANAAN

PT]MBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERXNCANAAN

PEMI]ANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA ...



-3-

PERTAMA

KEDUA

KEl'IGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. fu
z---'

ta Elawatr

Mengubah Satuan TuSas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam I.ampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaaa tvEas
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian
PPN/Bappenas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 1 ASustus 2018

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 6 Novenrber 201 8

MENTTRI PER-ENCAN  N PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA I]ADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BROTIONEGORO

ttd



SAI,INAN
IAMPIRAN
MINITRI PPN,/Kf, PALA BAPPENAS

NOMOR K[P. 1 30 / M.PPN / HK/ 7 7 / 20 I I
'I' NGGAI, 16 NOVEMBIR 2018

SUSUNAN KEANGGO'I'AAN
SATUAN ruGAS PEI{YELENGGARAAN SISTIM PINGENDALTAN INTTRN PEMERINTAH (SPIP)

DI KEM-ENTf,RIAN PERXNCANAAN PIMI]ANGUNAN NASIONAL/
BADAN PER-ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A

B

Pf,NGARAH

PENANGGUNGJAWAB

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

Inspektur Utama, Bappenas.

Kepala Biro Umum.

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi daa Tata
laksana.

Inspektur Bidang Administrasi Umunr.Wakil Ketua lI

Anggota Tinr Satgas

1. Unit Kerja Setmen PPN/

Setlanla Bappenas

C. PENJAMINMUTU

D. TIM SATGAS

Ketua

Wakil Ketua I

I Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata

Usaha Pimpinan;

Kepala Biro Sumber Daya Manusial

Kepala Biro Hukum;

Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan
Pelatihan Perencana;

Kepala Pusat Data dan Inforntasi
P er encan an Pembangunan;

Kepala Pusat Analisis Kebijakan;

Dian Ruswandiana, SE, QIA;

Tuhu Wagiono, S.Sos;

Siswandi, SE, QIA;

Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;

A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;

Oktorika, SE, Ak, MM;

Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;

2

3

4

5

6.

7.

8.

q

10.

11.

1.2.

73.

I 4. Maharani . ..



2. Unit Kerja Inspektorat
Utama

3. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Ekonomi

4. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Pengembangan
Regional

5. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Kenuritiman dan

Sumber Daya Alanr

74. Maharani, SE, MBA;

15. Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si;

16. Asep Sukmayadi, ST, MT;

17. Roni Komala Winoto, S.Kom;

18. Suhartatik, ST, MM;

I 9. A4eily Djohar, SH, MBA;

20. Wildawati, SH, M.Si;

21. Imam Gunawan, S.Konl, MAP;

22. Endah Widyastuti, S.Sos, MM;

23. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;

24. Bttdi Cahyono, S.Sos;

25. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP;

26. Yunhri Tri ma Yibian, SE, MM;

27 . Soegiarto Tegoeh Wibowo, SE, MM;

28. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;

29. Mina Saraswati, SH, MAP, MIDS;

30. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP;

31. Henri Yusuf Hasibuan, SE;

32. Aryo Wicaksono, SE, MPP, MSE;

33. Nurpi, SE;

34. Ratri Ismayasri, ST, MT, M.Sc;

35. Muhammad Arif Rachmansyah.

1. Sri Suharto, SE, QIA;

2. Melyastarda, SE, Ak, M.Ak, CA;

3. Widya Sulistyowati, SE, MGPP;

4. Diah Suryaningtyas, SE, Ak, M.Si.

Tari Lestari, S. Si, SE, MS.

Santi Yulianti, SIP, MM.

Zultuiandi, SE, Ak. MM.

6. Unit Kerja . ..
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6. Unit Ke{a Kecleputian
Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan

7. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Pembangunan
Manusia, Masyar akat dan
Kebttdayaan

8. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Sarana dan
Prasatana

9. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan

IO. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Pendanaan

Pembangunan

I1. Unit Kerja Kedeputian
Bidang Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendaliarr
Pembangunan

D. TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai den3an aslinya
Kepala Biro Hukum,

-

RR. Rita Erawati

Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA.

Dra. Sri Rahayu, M.Ed.

Adi Perdana, ST, MT.

R.M. Dewo BrotoJoko P, SH, LLNI

Rrza Hantzab., SE, AK, N4E.

Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos.

1 . Rika Siti Jakiatus Solihah, A. Md, Ak;

2. Vina Vitriana, A. Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL/
KNPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

ttd
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